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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari tahap 

penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, keberadaan dan peran saksi 

sangatlah diharapkan bahkan menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam 

pengungkapan kasus pidana dimaksud.

Penegakan hukum di Indonesia menganut Sistem Peradilan Eropa 

Kontinental, yang merupakan peninggalan jaman kolonial Belanda. Sistem Peradilan 

Eropa Kontinental ini menganut sistem akusator yang menitikberatkan kepada 

perlindungan terdakwa, sedangkan perlindungan terhadap saksi dan korban terasa 

kurang diperhatikan, padahal keberadaan saksi merupakan suatu elemen yang sangat 

menentukan dalam suatu proses peradilan pidana, namun demikian ternyata peran 

saksi dalam proses peradilan pidana sangat jauh dari perhatian Pemerintah dan 

Penegak Hukum di Indonesia. i

Suatu Negara Hukum menurut Sri Soemantri harus memenuhi beberapa unsur

antara lain:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya haius berdasar 

hukum atau peraturan perundang-undangan.

2. Adanya jaminan terhadap hak-hak azasi manusia.

atas

www.kompas.co.id. 25 Maret 2C06.
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3. Adanya pembagian kekuasaan Negara.

4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.2

Dalam butir kedua diatas tentang adanya jaminan teradap Hak Azasi 

Manusia, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah Negara hukum haruslah ditemukan 

adanya jaminan terhadap hak asasi manusia khususnya untuk warganya sendiri. 

Pengakuan terhadap hak asasi di bidang hukum ini di Indonesia dapat ditemukan

dalam pasal 27 ayat (i) UUD 1945 yaitu :

"Segala Warga Negara Bersamaan Kedudukannya Di Dalam Hukum Dan

Pemerintahan Dan Wajib Menjunjung Tinggi Hukum Dan Pemerintahan Itu

Dengan Tiada Kecualinya ”

Asas persamaan kedudukan di dalam Hukum dirasakan sangat penting bagi

para pihak yang terlibat dalam sebuah proses perkara pidana. Peradilan di Indonesia 

harus berfungsi sebagai pihak yang netral dan tidak memihak, Dalam sistem saling 

berhadapan (akusator) ini, pihak terdakwa yang didampingi oleh penasehat 

hukumnya, sedangkan di pihak lain terdapat Penuntut umum yang atas nama Negara 

menuntut pidana, di belakang Penuntut umum ini ada Polisi yang memberi data 

tentang hasil penyidikan.3 Selain itu terdapat saksi-saksi, baik saksi yang 

memberatkan atau meringankan terdakwa.

2 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung; Alumni, 1992,

3 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, CV. Sapta Artha Jaya, 1996, Hlm.
Hlm. 29.

63.
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Menurut pasal 184 KUHAP yang merupakan alat bukti yaitu ;

a. Keterangan saksi.

b. Keterangan ahli.

c. Surat.

d. Petunjuk.

e. Keterangan terdakwa.

Berbicara tentang saksi tentunya tak terlepas dari sistem pembuktian itu 

sendiri, dalam teori dikenal empat sistem pembuktian.4

1. Sistem Pembuktian Dengan Keyakinan Belaka.

Menurut sistem ini, Hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu

keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum,

hingga dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar keputusannya itu menurut

perasaan semata-mata, hingga dengan demikian atas dasar perasaan itu dapat

dipakai untuk menentukan apakah sesuatu keadaan dianggap telah terbukti atau

tidak.

Di dalam sistem ini Hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan 

hukum yang dipakai dasar putusannya. Namun demikian, kalau Hakim dalam 

putusannya itu menyebut alat bukti yang dipakai maka Hakim bebas menunjuk 

alat bukti itu, termasuk upaya pembuktian yang sekira sulit diterima dengan akal.

4 Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan., Hukum Acara Pidana, Universitas Sriwijaya 
Inderalaya. 2000. Hlm 202.
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2. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Yang Positif (positif wettelijk) 

Dalam sistem ini undang-undang menentukan alat bukti yang dapat dipakai 

oleh Hakim, cara bagaimana Hakim dapat mempergunakannya asal alat bukti itu 

telah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka Hakim harus 

dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang 

diperiksanya, walaupun barangkali Hakim sendiri belum begitu yakin atas 

kebenaran putusannya itu.

Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara 

mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, maka 

Hakim akan mengambil putusan yang sejajar, artinya bahwa putusan itu harus 

berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan tersebut. Misalnya ada dua 

orang saksi telah disumpah mengatakan kesalahan tersangka, meskipun 

kemungkinan Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa ini tidak melakukan

pelanggaran hukum, maka Hakim akan menjatuhkan putusan adanya kesalahan 

bagi terdakwa tersebut. Demikian pula sebaliknya.

3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Yang Negatif.

Menurut teori ini Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit- 

dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang itu ada ditambah 

dengan keyakinan Hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pada 

itu Pasal 183 KUHAP, menyatakan sebagai berikut:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa
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tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya ",

Atas dasar ketentuan pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa 

KUHAP memakai sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif, ini 

berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa 

cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh Undang- 

Undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka barulah dipersoalkan 

tentang ada atau tidaknya keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa.

Bahwa teori pembuktian menurut Undang-Undang negatif tersebut dapat 

disebut dengan negatief wettelijk istilah ini berarti ; wettelijk, berdasarkan 

Undang-Undang, sedang negatief maksudnya adalah walaupun dalam suatu 

perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan Undang-Undang tentang ada atau 

tidaknya keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa. Dengan demikian, 

walaupun sudah cukup bukti yang sah, tetapi jika Hakim tidak yakin ataupun 

walaupun Hakim telah yakin tetapi jika bukti yang sah belum cukup, maka 

Hakim belum boleh menjatuhkan pidana atas terdakwa. Dalam sistem

suatu

pembuktian yang negatief-wettelijk ini, alat-alat bukti secara limitatief ditentukan

dalam Undang-Undang dan bagaimana cara mempergunakannya, Hakim juga 

terikat pada Undang-Undang.

4. Sistem pembuktian bebas.

Menurut teori ini ditentukan bahwa hakim di dalam memakai dan

menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat
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pada penyebutan alat-alat bukti yang termasuk dalam undang-undang, melainkan 

hakim secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan 

semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika. Menurut 

teori ini alat-alat dan cara-cara pembuktian tidak ditentukan dalam undang- 

undang. Hal ini tidaklah berarti bahwa menurut teori tersebut dikenal alat bukti 

dan cara pembuktiannya. Hanya semua itu tidak dipastikan dalam undang-undang 

sebagaimana menurut sistem pembuktian bebas. Oleh karena itu, dalam 

menentukan macam dan banyaknya bukti yang dipandang cukup untuk

menetapkan kesalahan terdakwa, hakim sangat bebas, dalam arti tidak terikat oleh

suatu ketentuan.

Mengenai sistem pembuktian yang dianut di Indonesia, dapat ditelusuri dari 

KUHAP Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 

terjadi dan bawa terdakwalah yang bersalah melakukannya ”

Dari pasal tersebut diatas putusan hakim haruslah didasarkan pada dua 

syarat, yaitu:

a. Minimum dua alat bukti.

b. Dari alat bukti tersebut, hakim memperloleh keyakinan bahwa terdakwa 

bersalah atau tidak melakukan tindak pidana.

Meskipun di dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti 

namun bila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut
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dapat dibebaskan. Dari uraian diatas jelaslah KUHAP menganut sistem 

pembuktian negatif wettlijk?. Berdasarkan sistem pembuktian negatif wettelijk 

yang dipakai dalam proses peradilan di Indonesia tampak bahwa keterangan saksi 

sebagai sebuah alat bukti menjadi suatu hal yang sangat penting.

Keterangan saksi ini dapat diperoleh dari saksi pelapor, saksi korban atau 

keterangan yang diperoleh saat peristiwa tindak pidana terjadi, namun demikian 

tidak setiap saksi dapat dijadikan sebagai saksi karena untuk dapat dianggap 

sebagai saksi harus memenuhi syarat-syarat saksi. Pada dasarnya setiap orang 

yang melihat mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada 

sangkut pautnya dengan tindak pidana dapat menjadi saksi (pasal 1 butir 26 

KUHAP) namun demikian KUHAP membagi tiga pengecualian.

Beberapa syarat-syarat saksi antara lain adalah ;

1. Syarat obyektif

a. tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa

b. tidak boleh ada hubungan keluarga

c. mampu bertangung jawab, yakni sudah berumur 15 (lima belas) tahun 

2. Syarat formal

a. kesaksian harus diucapkan dalam sidang

b. kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah

c. tidak dikenai asas unus testis nullus testis

5 Hari Sasangka & Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk 
Mahasiswa Dan Praktisi, Bandung, Mandar Maju, 2003, Hlm. 18.
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3. Syarat subyektif/materiel

a. saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri

b. dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar atau 

mengalami sesuai yang diterangkan tersebut

Tidak jarang kita mendengar saksi menolak untuk memberikan informasinya 

pada pihak yang berwenang. Selain enggan untuk terlibat dalam suatu proses 

peradilan tampak pula bahwa sejumlah saksi yang tidak muncul karena ketakutan, 

atau justru karena diancam oleh tersangka pelaku. Secara khusus perlindungan saksi 

belum dituangkan dalam satu peraturan perundang-undangan, tetapi masalah 

perlindungan saksi ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 

20C2 Tentang Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran 

HAM Berat. Perlindungan hukum yang dapat memperkuat posisi saksi untuk 

memberikan keterangan secara bebas dan tanpa rasa takut di Indonesia saat ini belum 

memadai, karena ketentuan yang ada tidak merumuskan hak-hak mereka secara 

eksplisit misalnya bentuk perlindungan atas keamanan pribadi korban dan saksi dari 

ancaman fisik dan mental, serta perlindungan terhadap identitas korban dan saksi 

dalam pemberian keterangan saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan 

hukum terhadap saksi tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan terdakwa, seorang 

saksi tidak jarang harus mempertaruhkan resiko keselamatan diri keluarga dan harta 

bendanya ketika bersaksi didepan persidangan, sedangkan bagi seorang saksi yang 

merangkap sebagai saksi mereka justru menanggung resiko berat karena sebagai
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korban, mereka adalah pihak yang secara langsung mendengar, melihat, atau 

mengalami sendiri peristiwa kejahatan.

Keterangan seorang saksi untuk dapat dipandang sebagai alat bukti harus 

dinyatakan oleh saksi sendiri disidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana 

yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri. Aturan tentang tidak boleh menyebutkan 

keberadaan saksi pelapor dan hal yang diketahuinya, hal ini penting untuk melindungi 

saksi pelapor, pada penegakan hukum pidana.

Saksi tidak hanya membuktikan keterangnya di bawah sumpah saja atau 

sebagai saksi saja, akan tetapi saksi dapat membuktikan keterangnnya untuk 

mengungkap tindak pidana baik yang berhubungan langsung kepada perkara yang 

sedang di periksa maupun tindak pidana lainnya. Pemeriksaan saksi terhadap suatu 

perkara pidana, tidak tertutup kemungkinan diketahui tindak pidana lain yang belum 

terungkap, sehingga saksi memegang peranan penting terhadap penegakan hukum 

pidana. Indonesia sampai saat ini belum mempunyai ketentuan khusus mengatur 

perlindungan saksi, oleh karena itulah perlu adanya ketentuan yang lebih memadai 

mengenai perlindungan saksi ini agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, 

maka ketentuan mengenai perlindungan saksi ini perlu diatur dalam bentuk undang- 

undang.

i

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka perlu untuk melakukan

pembahasan dan penelitian tentang “PERLINDUNGAN SAKSI TERHADAP

PERKARA PIDANA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM”
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B. Perumusan Masalah

Agar penulisan ini mencapai sasarannya, maka penulis merumuskan beberapa 

masalah yang antara lain :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap saksi dalam upaya penegakan
• , \

hukum

2. Bagaimanakah menilai dan menentukan kebenaran keterangan saksi dalam 

persidangan serta kaitannya dengan alat-alat bukti yang lain.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
a. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi dalam

proses penyelesaian pidana.

b. Untuk mengetahui kebenaran keterangan saksi dalam persidangan serta 

kaitannya dengan alat-alat bukti yang lain.

2. Manfaat

a. Secara Teoritis

1. Hasil pembahasan dan kesimpulan berkaitan dengan permasalahan 

yang dibahas pada akhirnya dapat berguna sebagai sumber referensi 

dan materi bagi penulisan-penulisan dan penelitian berikutnya.

2. Untuk memenuhi tugas akhir dalam mengambil gelar sarjana hukum.
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b. Secara Praktis

1. Isi penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

mahasiswa dan praktisi yang membutuhkan.

2. Menjadi sarana pembekalan kemampuan untuk mengolah data yang 

didapat dari teori dan praktek.

D. Ruang Lingkup.

Untuk keperluan penulisan ini ruang lingkup pembahasan dibatasi

terhadap perlindungan saksi yang diatur dalam sistem hukum menurut Peraturan

Perundang-Undangan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Untuk menjawab permasalahan, penulis melakukan penelitian dengan 

tipe penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris.

2. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis data kualitatif

Dalam penulisan skripsi ini digunakan jenis data kualitatif yang 

bersumber pada data primer dan data kualitatif dikumpulkan dan 

dianalisis melalui penelitian lapangan.

b. Sumber data

b.l. Sumber data primer ini diperoleh dari penelitian lapangan. 

b.2. Sumber data sekunder ini diperoleh dari penelitian kepustakaan.
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3. Lokasi Pengumpulan Data

Data primer yang saya kumpulkan untuk menyusun skripsi ini berlokasi di 

kota Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diambil melalui wawancara secara mendalam kepada informan 

yang ditentukan secara purposif. Informan ini terdiri dari :

1. Penyidik Polri di Kantor Kepolisian Kota Besar Palembang .

2. Kejaksaan Tinggi Palembang.

3. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

Data sekumder diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

Bahan hukum primer, terdiri dari bahan- bahan hukum yang mengikat

seperti Peraturan Perundang-Undangan yang antara lain .

• Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana ( KUHP ).

• Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

• Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi.

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi.
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• Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2002 tentang Cara Perlindungan

Terhadap Korban Dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat.

• Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara

Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim

dalam Tindak Pidana Terorisme.

• Rancangan Undang- Undang Perlindungan Saksi Dan Korban.

5. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis secara

deskriptif kualitatif dengan cara merumuskan dan menghubungkan kembali teori- 

teori hukum dengan data yang didapat sehingga dapat menjelaskan objek 

permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.
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